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ABSTRAK

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA

(STUDI KASUS KECAMATAN COLOMADU)

Oleh :
Avita Stevani
20220016

Tujuan penelitian ini untuk menggetahui pengarun Good Government
Governance terhadap kinerja Pemerintah Desa. Variabel good government
governance direfleksikan dengan variabel Akuntanbilitas, Transparansi dan
Partisipasi. Objek pada penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Desa di
Kecamatan Colomadu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Pengambilan Data penelitian menggunakan kuisoner terhadap
66 orang pegawai. Data diuji dengan menggunakan SPPSS versi 25.0 dengan
menggunakan metode analisis data berupa uji statistik deskriptif, uji validitas, uji
asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokerelasi, analisis
regresi berganda dan uji hipotesis yaitu uji T, uji R dan uji F. Pengujian secara
parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa Transparansi, akuntanbilitas dan
partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di
Kecamatan Colomadu. Hasil dari pengujian secara simultan dengan uji F
menjelaskan bahwa variabel Good Governance Government berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kecematan Colomadu.

Kata Kunci : Good Government Governance, Kinerja Pemerintah Desa
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ABSTRAC

THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE ON VILLAGE
GOVERNMENT PERFORMANCE

(CASE STUDY COLOMADU DISTRICT)
By :
Avita Stevani
2020016

The purpose of this study is to ascertain how village government
performance is affected by good governance. The variables Participation,
Accountability, and Transparency reflect the good governance variable. Employees
of the Village Government in the Colomadu District are the subjects of this
investigation. Purposive sampling was used as the method of sampling.
Questionnaires were used to collect data for the research for 66 employees. The
descriptive statistical tests, validity tests, classical assumption tests with normality
tests, multicollinearity tests, autocorrelation tests, multiple regression analysis, and
hypothesis tests—the T, R, and F tests—were applied to the data during the SPPSS
version 25.0 testing process. Transparency, accountability, and participation had a
positive and significant impact on the performance of the Village Government in
the Colomadu District, according to the results, which were partially analyzed with
the t test. The Good Governance Government variable has a positive and significant
effect on the performance of the Village Government in Colomadu District, as
demonstrated by the results of simultaneous testing and the F test.

Keywords: Good Government Governance, Village Government Performance
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unsur pemerintahan desa, pemerintah desa
mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya,
menjalankan kewenangan pemerintahan desa, dan memenuhi kebutuhan
masyarakat di desa tempatnya bekerja. Seorang kepala desa mempunyai
kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota
pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa
Nomor 06 Tahun 2014. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang
kepala desa tetap harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam
pelaksanaan program pemerintah desa. Sumber daya manusia organisasi
pemerintah desa harus mampu berkinerja baik agar dapat mencapai
keberhasilan organisasi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat. Karyawan yang berkomitmen terhadap tujuan
perusahaan akan berkinerja baik dan berkontribusi terhadap pencapaiannya.

Tata kelola yang baik secara umum berdampak pada Kinerja
pegawai. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memandu
pemerintahan. Partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi supremasi
hukum, transparansi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan,
berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas, dan visi strategis merupakan komponen pengelolaan

pemerintahan yang baik (Yudhasena dan Putri, 2019).

Istilah “kinerja” dan “kinerja aktual” (prestasi kerja atau prestasi
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aktual yang dicapai seseorang) merupakan sinonim. Kinerja, disebut juga

“prestasi kerja”, mengacu pada kualitas dan kuantitas pekerjaan seseorang
ketika ia memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. (2019, Yudhasena dan
Putri) “adanya kepala desa yang menyalahgunakan dana tanah kas desa
untuk kepentingan pribadi (soloraya.solopos.com 2023)” merupakan
fenomena terkait kinerja pemerintah desa di Kecamatan Colomadu.
Fenomena tersebut terkait dengan prinsip Good Government Governance
yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kinerja
pemerintah desa dapat bertanggung jawab dalam mengelola dana dan
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
dalam menjalankan suatu proses kegiatan di pemerintahan desa. Menurut
penelitian | Gede Iswara Yudhasena, terdapat sejumlah permasalahan pada
kinerja pemerintahan desa di masa lalu. A. M. Temuan penelitian Asri
Dwija putri (2019) di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa
efektivitas kinerja pemerintah daerah meningkat ketika Organisasi
Perangkat Desa (OPD) menerapkan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Eksplorasi lainnya dipimpin oleh Ni Gusti Putu Wirawati, | Dewa Nyoman
Badera, I. G. A. M. Pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Desa
(OPD) berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Karangasem, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karangasem
oleh Asri Dwija Putri (2020). Dalam penelitiannya di Kabupaten Sleman
(2020), Bambang Jatmiko menemukan bahwa transparansi mempunyai
dampak positif yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Namun penelitian mengenai Kinerja aparatur pemerintah daerah di
Kabupaten Banyumas pernah dilakukan oleh Sunarmo dkk. (2018).
Temuan mereka menunjukkan bahwa pengaruh penerapan prinsip good

governance terhadap kinerja perangkat daerah di daerah tidak signifikan.



Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan terdapat perbedaan
hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang di tuangkan di dalam judul “ PENGARUH
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
PMERINTAH DESA (Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan

Colomadu Kabupaten Karanganyar)”



. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Akuntanbilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa?
2. Apakah Transaparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa ?

3. Apakah Partisipas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa ?

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis pengaruh Akuntanbilitas terhadap kinerja
Pemerintah Desa
b. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap kinerja
Pemerintah Desa
c. Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap
kinerja Pemerintah Desa
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Pemerintah Desa
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan
serta informasi baru bagi aparat desa dan masyarakat agar lebih
maksimal dalam penerapan Good Government Governance untuk

meningkatkan kinerja pemerintah desa.



b. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menambah informasi
dan menambahpengetahuan dalam mengenai pengaruh
transparansi terhadap kineraja pemerintah desa.

c. Bagi Pembaca
Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan,
pengetahuan baru untuk referensi dan perbandingan bagi

penelitian yang akan datang



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual terjadi di mana satu
atau lebih individu (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada agen
untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal dan menginstruksikan
orang lain untuk melakukan layanan atas nama mereka. Dalam konteks
organisasi sektor publik, Marsmo (2016) mendefinisikan akuntabilitas
sebagai kewajiban pemegang kepercayaan—pemerintah—untuk
memberikan  pertanggungjawaban, memberikan laporan, dan
mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi kepercayaan—masyarakat— siapa yang berhak
meminta pertanggungjawaban. Pandangan Mardiasmo mengenai
akuntabilitas sektor publik menegaskan bahwa dalam pengelolaan
pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan (agency theory)
antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai

agen. (Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi, yang meliputi)



a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mementingkan

diri sendiri, tidak rasional, dan enggan mengambil risiko.
b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi organisasi antara lain adanya konflik antar anggota,

efisiensi sebagai ukuran produktivitas, dan asimetri informasi

antara prinsipal dan agen.
c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang infromasi ialah informasi dipandang sebagai

barang komoditi yang bias diperjual belikan.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini ialah
pemerintah desa sebagai (agent) berkewajiban memberikan pertanggung
jawaban, menyajikan, dan mengungkapkan semua kegiatan dengan
pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (prinsipal)
(Wardoyo,2021). Maka dari itu, teori ini memeiliki hubungan antara
Good Government Governance dan transparansi yang merupakan
sebuah kontrol untuk dapat mencegah terjadinya asimetris informasi
yang nantinya memiliki peluang sebagai seseorang maupun sekelompok

untuk dapat melakukan tindakan fraud.



2. Good Government Governance
“Tata kelola pemerintahan yang baik” adalah suatu proses yang
menekankan bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan
kinerjanya dan menumbuhkan masyarakat sipil. Aspek lain dari tata
pemerintahan yang baik adalah kemampuan untuk mengelola sumber
daya dan urusan suatu negara secara terbuka, transparan, akuntabel, adil,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(2018, Tullah) Hasibuan 2022 mengartikan “Good Government
Governance” sebagai kemampuan organisasi dalam menghilangkan
nepotisme, kolusi, dan korupsi dengan memberikan pelayanan publik
secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip

pendiriannya.

Ciri utama Good Government Governance adalah bagaimana
kekuasaan dan wewenang digunakan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan publik. Dalam situasi tersebut, perlu dilakukan
mekanisme pengendalian yang disebut check and balance agar tidak ada
satu pihak pun yang tidak mempunyai kekuasaan penuh. Sebagaimana
dibuktikan oleh perilaku atau budaya tempat kerja, antara lain,
akuntabilitas staf atas tanggung jawab, fungsi, dan tugasnya ditegakkan

melalui sistem, struktur, organisasi, dan cara lainnya.



Kami menyimpulkan dari interpretasi bahwa prosedur dan hasil
mengukur tata kelola yang baik. Seluruh unsur pemerintahan harus
dapat bekerja sama tanpa menimbulkan konflik satu sama lain,
memperoleh dukungan masyarakat, dan melibatkan seluruh pihak dalam
rangka mengambil kebijakan publik, menciptakan kesejahteraan
masyarakat, dan membangun sistem pemerintahan yang baik.
masyarakat sipil. Pemerintahan yang baik dalam pemerintahan akan
tercapai jika prinsip-prinsip ini berhasil diterapkan. Penelitian mengenai
good governance sebagaimana dikemukakan oleh Setyawan dan Putri
(2013) memberikan bukti empiris bahwa variabel good governance
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana aparatur desa
diorganisir.

Adapun manfaat dari penerapan Good Government Governance
terhadap pemerintah desa ialah :

a. Meningkatkan efesien dan produktivitas
b. Meningkatkan kepercayaan publik
c. Menjaga kelangsungan kepemrintahan dapat mengukur target

Kinerja pemerintah
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Selain itu, gambaran administrasi publik yang bercirikan good

governance dapat dilihat dari komponen utama atau prinsip-prinsip

pedoman Good Government Governance sebagai berikut:

a.

Istilah "tanggung jawab", juga dikenal sebagai "akuntabilitas",
mengacu pada fakta bahwa para pengambil keputusan di organisasi
yang beroperasi di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil
bertanggung jawab kepada masyarakat umum.

Setiap warga negara, masyarakat, dan individu, laki-laki dan
perempuan, mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan
tujuan masing-masing, baik secara langsung maupun melalui
lembaga perwakilan.

Transparansi atau tata pemerintahan yang baik akan transparan bagi
masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Negara hukum atau good governance ditandai dengan adanya
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan publik.

Kemampuan beradaptasi: setiap lembaga dan prosedurnya harus
melayani berbagai pemangku kepentingan.

Kesetaraan (juga dikenal sebagai keadilan): Pemerintahan yang
baik akan memberikan banyak kesempatan kepada laki-laki dan
perempuan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar

hidup mereka.
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a. Akuntanbilitas

Kata “akuntabilitas” berasal dari kata bahasa Inggris
“accountability” yang berarti “tanggung jawab” atau “keadaan dimintai
pertanggungjawaban”. Dalam konteks operasional bisnis atau
pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada pemenuhan tugas dan
wewenang masing-masing komponen.

Akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Lenny (2015):57,
berarti menanggapi pertanyaan dari pihak-pihak yang berwenang
meminta informasi atau pertanggungjawaban serta memberikan
penjelasan atas tindakan dan kinerja individu, badan hukum, dan
pimpinan organisasi. Asmawanti dkk.

Tahun 2020 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban
menerima tanggung jawab atas tercapai atau tidaknya misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan melalui mekanisme
akuntabilitas yang diberlakukan secara berkala. Pemerintahan yang
akuntabel akan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber
daya kepada masyarakat (A. 2020, “Wahyudi”

Manfaat akuntanbilitas untuk pemerintah desa antara lain :
a. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap

pengelolaan keuangan pemerintah desa
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b. Adanya kesadaran masyarakat tentanghak
c. Untuk menilai penyelanggaraan pemerintah desa
d. Sebagai alat ukur keberhasilan kerja dan alat untuk mengevaluasi

kerja.
Jenis akuntanbilitas terdiri dari dua macam yaitu, antara lain :

a. Akuntabilitas vertikal berarti setiap pejabat publik bertanggung
jawab atas peningkatan kinerja atau hasil kegiatan yang sering
atau sewaktu-waktu dilakukan di hadapan atasan langsungnya.

b. Akuntabilitas horizontal artinya setiap lembaga masyarakat
bertanggung jawab atas seluruh tugas yang diterima,
dilaksanakan, dan dikomunikasikan kepada pihak lain, seperti
lingkungan hidup dan dunia luar.

b. Transparansi
Kata “transparan” yang berarti “jelas”, “nyata”, dan “terbuka”
merupakan akar kata “transparansi”. Menurut Putra (2017), transparansi
dapat diartikan sebagai kejelasan atau kebebasan informasi. Menurut
Suwanti dan Hermanto 2020, transparansi merupakan kegiatan yang
berdampak pada kepentingan publik dan harus diketahui dengan mudah
dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat
Gagasan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memahami

secara utuh dan terbuka kinerja pemerintah dalam mengelola sumber
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daya yang dipercayakan kepadanya, kepatuhannya terhadap peraturan
perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 71), dan penyediaan
informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. adalah landasan
transparansi.

Menurut (Yanto and Agfir 2020), transparansi adalah keterbukaan
dalam pengelolaan keuangan agar masyarakat memahami dan
mempunyai akses terhadap informasi seluas-luasnya. (Jatmiko 2020)
berpendapat bahwa transparansi dalam kegiatan urusan publik (salah
satunya bidang pengelolaan keuangan) dapat mendorong pengawasan
terhadap pemerintah.

Melalui  transparansi, penyelenggara pemerintahan  dapat
mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan, termasuk kebijakan
yang akan atau sudah diambil dan bagaimana kebijakan tersebut
dilaksanakan. Administrasi urusan publik yang terbuka akan
memudahkan pemantauan operasional pemerintah.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi dalam Kinerja

Pemrintah Desa :

a. Upaya meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah

b. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggara
pemerintah yang baik

c. Meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah
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Dalam Simson Werinom, Mardiasmo menyatakan bahwa untuk
mencapai tujuan transparansi penyusunan anggaran, lima syarat harus
dipenuhi:

a. pengumuman mengenai kebijakan anggaran sudah tersedia.

b. Dokumen anggaran mudah diakses

c. Akses tepat waktu terhadap laporan akuntabilitas; dan Pemikiran

dan pendapat masyarakat dipertimbangkan.

d. Tersedianya sistem penyebaran informasi publik.

Sementara itu, Warren Bennis menegaskan bahwa transparansi
bertujuan agar setiap program atau kegiatan dapat diakses oleh
masyarakat, mempermudah akses informasi, serta menumbuhkan
kepercayaan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dan

manajemen.

Partsisipasi Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “partisipasi” sebagai
tindakan ikut serta atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan.
Menurut Dr., ketika satu orang atau lebih ikut serta dalam suatu

kegiatan, maka Pidarta disebut partisipasi.

Karena masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan
dalam pemerintahan daerah, maka didorong untuk melibatkan
masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Apabila masyarakat
tidak aktif mengkomunikasikan tujuannya, maka perkembangan suatu

daerah akan terhambat.
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tidak tersebar dimana-mana (Yanto dan Aqgfir, 2020). Keterlibatan
masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan
kinerja pemerintah daerah.

Partisipasi berarti setiap orang atau anggota masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan, mempunyai suara yang setara dalam
bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, baik secara
langsung maupun di bawah arahan perwakilan Lembaga, sesuai dengan
kepentingan dan tujuan masing-masing. .

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi menurut
Tumbel (2017). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Karakteristik individu yang memotivasi seseorang untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan dikenal dengan faktor
internal. Usia, tingkat pendidikan, ukuran keluarga, dan total
pendapatan merupakan beberapa karakteristik.

b. Jasa pengelolaan kegiatan yang positif juga didukung oleh faktor
eksternal, seperti terjalinnya hubungan yang berkelanjutan
antara pengelola proyek dengan sasaran yang dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat.

3. Kinerja

Pekerjaan yang mempunyai kaitan kuat dengan tujuan strategis

organisasi, kepuasan, dan pemberian kontribusi finansial akan

menghasilkan kinerja (D. Yusup, Wahyudi, dan Marantika)
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Menurut Sarmigi (2020), produktivitas kerja dapat diartikan sebagai
proses aktivitas terstruktur untuk mengevaluasi potensi suatu produk dan
ukuran keberhasilan dalam mengelola dan mengoperasikan suatu
organisasi. Kinerja merupakan salah satu faktor produktivitas dalam
bekerja. Kata “produktif” yang mengacu pada sesuatu yang berpotensi,
merupakan akar kata “produktivitas”. Kapasitas pegawai dalam
menggarap potensi kerja di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor
pribadi maupun faktor tempat kerja. Indikator yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah desa antara lain:

a. Efisiensi adalah perbandingan masukan terhadap keluaran

terhadap tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan.

b. Sejauh mana suatu program mencapai tujuannya merupakan

ukuran efektivitasnya.

c. llmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana nilai masukan

dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan dalam satuan

moneter.
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Untuk memastikan penelitian ini memanfaatkan teori-teori yang

sudah ada, maka penelitian-penelitian sebelumnya harus dikaji ulang.

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

bagan pendukung dan pelengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Tahun Judul Variable Hasil
Peneliti Penelitian
1 | Gita Saputro | 2021 | Pengaruh Variable Bebas | Hasil pengujian
Prinsip : pengendalian | menunjukkan

Kabupaten

Pengendalian internal, good | bahwa pegawai

Internal dan | governance Kantor

Good Vraiabel Kecamatan

Governance Terikat Tambaksarai

Terhadap Kinerja Surabaya

Kinerja Pegawai | pegawai mempunyai

Kecamatan kinerja yang lebih

Tambaksari baik jika prinsip-
prinsip tata kelola
yang baik
dipatuhi.

2 | Indriana 2019 | Pengaruh Good | Variable Bebas | Hasil  pengujian
Muhammad Government Good | bahwa good
Nasrun Governance Government governance

Terhadap Governance berpengaruh
Kinerja Variable signifikan positif
Keuangan Terikat terhadapkinerja
Pemerintah Kinerja keuangan

Daerah Pemerintah pemerintah

daerah kabupaten
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Pangkejen Dan

Pangkajene  dan

Kepulauan Kepulauan.
I Gede | 2019 | Pengaruh Variable Bebas | Dapat
Iswara Interkontrol, : disimpulkan
Yudhasena Budaya Good bahwa penerapan
1g.A.M. Organisasi, dan | Government Good Government
Asri Dwuja Good Governance, Governance yang
Putri Governance Pengendalian dilakukan
Terhadap Intern dan | Organisasi
Kinerja Budaya Perangkat Daerah
Organisasi Organisasi (OPD)
Perangkat Variable terkait | meningkatkan
Daerah kinerja | efisiensi
perangkat Pemerintahan
daerah Daerah kinerja

Kabupaten
Karangasem.
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Sopia  seri | 2019 | Pengaruh Variabel Bebas | Hasil yang
wahyuni pengendalian : pengendalian | diperolen dalam
internal, Good | intern,  Good | penelitian ini
Government government menunjukkan
Governance , | governance , | bahwa pendalian
dan komitmen | dan komitmen | intern, good
organisasi organisasi government
terhadap kinerja | Variabele governance dan
pegawai Terikat komitmen
keuangan Kinerja organisasi
pemerintah pegawai berpengaruh
keuangan signifikan
pemerintah terhadap  kinerja
pegawai
keuangan
pemerintah  pada
SKPD Kabupaten
kampar
Agus 2018 | Penerapan Variabel Bebas | Hasil dari
Sunarmo Prinsip-prinsip | : penelitian ini
Rini Good Good dapat disimpulkan
Widianingsi Government Government bahawa Penerpan
h Governance, Governance, Prinsip-prinsip
Umi partiwi Sitem Sistem good government
Taufik Pengendalian Pengendalian governace .
Hidayat Intern Intern

Pemerintah,
Dan Kompetisi
SDM Terhadap
Kinerja
Aparatur
Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Variable
Terikat
Kinerja
Apartur
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Risal 2018 | Pengaruh Good | Variabel Bebas | Hasil dati
Rumalolas Governance pengaruh | penelitian bahwa
Terhadap Good pelaksanaan good
Kinerjapegawai | Governance governace
satuan kerja | Variabel berpengaruh
perangkat Terikat terhadap  kinerja
daerah di | Kinerja pegawai  satuan
Kabupaten pernagkat kerja  perangkat
Seram  bagian | daerah daerah, yang
Timur Provinsi memiliki arti
Maluku bahwa dengan
tingginya
penerpan prinsip-
prinsip good
governance, maka
dapat
meningkatkan
Kinerja  pegawai
dalam sebuah
instansi.
I Putu | 2019 | Pengaruh Variable Bebas | Hasil dari
Novan Prinsip-Prinsip Prinsip- | penelitian ini
Anggayana Good prinsip  Good | bahwa hasil dari
| Gede Ary Governance dan | Governance uji F yaitu bahwa
Wurajaya Budaya Variabel prinsip-prinsip
Oragnisasi Terikat Good government
Terhadap Kinerja governance
Kinerja Keungan berpengaruh
Keuangan Lembaga signifikan
Lembaga Pekreditan terhadap kinerja
Pekreditan Desa keuangan
Kta Denpasar Lemabaga
Perkerditan Desa
di Kota Denpasar.
Mahyudin,S | 2022 Implementasi Variabel bebas | Berdarskan
ahri Prinsip-prinsip : Prinsip Good | hasilnya  bahwa
Good Govenance Godd governance
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Governance dan
dampaknya
terhadap
Kinerja
Aparatur
Pemerintah
Daerah

Variabel
Terikat
Kinerja
aparatur
pemerintah
daerah

menunjukkan
bahwa koefisien
memiliki
hubunganyang
searah dengan
Kinerja  aparatur
pemerintah
daerah, sehingga
mengandung  arti
jika prinsip-
prinsipngood
governace dapat
diimplemantasika
n dengan baik
makan akan
meningkatkan
kinerja  aparatur
pemerintah
daerah.
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Ni Gede
Putu
Wirawati

| Dewa
Nyoman
Badera
I.G.AM
Asri - Dwija
Putri

2020

Good
Governance,
Internship, dan
Tricia Karama

pada Organisasi

Kinerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Karangasem

Variable Bebas

Good
government
governance,
Pengendalian
intern, Budaya
Tri Hita karana
Variable
Terikat:
Kinerja
Organisasi
Pemerintah
daerah

Dasarka artikel ini
adalah 1)
Organisasi
Pembangunan
Publik (OPD)
melaksanakan
good governance
yang positif untuk
kepentingan

Majelis  Rakyat
Kabupaten
Karangasem. 2)
Magang di
Organisasi
Pengendalian Hari
(OPD)

memberikan hasil
yang positif bagi
Pemerintah
Daerah Kabupaten
Karangasem. 3)
Tri hita karan di
Pengembangan
Organisasi (OPD)
membuahkan
hasil yang positif
karena efektivitas
Pemerintahan
Kabupaten
Karangasem
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Terdapat keterhubungan antara penelitian ini dengan penelitian

terdahulu berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu. Tata kelola

pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk tata kelola yang digunakan

untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk

meningkatkan kinerja pegawai baik di dunia usaha maupun pemerintahan.

Pemilihan lokasi dan metode pelaksanaan inilah yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Bagian utama suatu penelitian adalah dasar pemikirannya, yang

membantu orang memahami cara kerja suatu teori dan aspek penting lainnya

dari judul penelitian. Oleh karena itu, penulis penelitian ini mengembangkan

kerangka konseptual sebagai berikut:

Akuntanbilit
as (X1)

P
Transparansi

(X2)

\L

\\

[ - -
Partispasi

masyarakat
(X3)

-

J

H1

Kinerja
Pemerintah Desa

(Y)

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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D. Hipotesis
Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap pertanyaan
rumusan masalah. Melalui pengumpulan data dan analisis data penelitian,
hipotesis harus diuji untuk menunjukkan kebenarannya. Dari hipotesis

tersebut peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.

Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas, menurut
Aheruddin (2008), akan menghasilkan kinerja yang baik dan
mencerminkan kepentingan serta harapan masyarakat daerah secara

ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Karena akuntabilitas merupakan akuntabilitas langsung, maka
kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh akuntabilitas. Salah satu
prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabilitas. Kajian yang lalu
(Abdallah 2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab berdampak pada

kinerja pemerintahan kota

H1: Kinerja Pemerintahan Desa Dipengaruhi oleh Akuntabilitas.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi. Tata
Kelola. Kinerja setiap orang akan meningkat akibat penyelenggaraan

pemerintahan  daerah yang lebih terbuka
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kegiatan, terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat (Making and
Handayani 2021) .

Menurut penelitian Mardiasmo (2009) sebelumnya, transparansi
adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tersebut
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang kegiatan
pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kinerja pemerintah
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan terpengaruh jika
transparansi diterapkan.

H2: Kinerja Pemerintahan Desa Dipengaruhi oleh Transparansi
Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam
penerapan prinsip-prinsip good governance karena good governance
mempunyai dua arti: pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi
keinginan masyarakat. masyarakat dan dapat meningkatkan kemampuan
mereka untuk mencapai tujuan, seperti keadilan sosial. Kedua, bagian
pemerintah yang benar-benar melakukan apa yang perlu dilakukan
untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu secara efisien dan efektif. Oleh
karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tata
kelola pemerintahan yang baik (Lay 2022). Penjelasan tersebut
didukung oleh penelitian Wahyuni 2019 yang menemukan bahwa
kinerja manajerial perangkat desa meningkat ketika mereka

berpartisipasi.
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Beradasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa partispasi
berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Karena dengan
adanya hubungan partisipasi, maka akan mengakibatkan peningkatan
kinerja dari pemerintah tersebut.

H3 : Partisipasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemrintah Desa



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Mengingat akibat pembicaraan di bagian lampau,
cenderung ditutup sebagai berikut.

1) Pemerintahan desa di Kecamatan Colomadu Kabupaten
Karanganyar  meningkat secara  signifikan  melalui
akuntabilitas parsial.

2) Kinerja pemerintah desa di Kecamatan Colomadu Kabupaten
Karanganyar ~meningkat  signifikan  dengan adanya
transparansi parsial.

3) Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, partisipasi
parsial berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap

kinerja pemerintahan desa.

B. Saran
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,
berdasarkan pembahasan temuan dan kesimpulan:
1) Bagi Pemerintah Desa
Dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa bahwa
variabel Good Government Governance berpengaruh terhadap

kinerjanya. Dengan demikian, diharapkan kedepannya

58



2)
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dapat lebih memaksimalkan lagi sistem tata kelola pemerintahan
(Good Government Governance) agar dapat lebih menambah
kesejahteraan, kemakmuran, dan kepercayaan masyarakat terhadap

Kinerja pemerintah desa yang ada di Kecamatan Colomadu.

Bagi peneliti selanjutnya

Dengan menggunakan variabel-variabel tambahan yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya
dapat mengkaji faktor-faktor tambahan yang diyakini dapat

mempengaruhi Kinerja pemerintah desa.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner penelitian
KUESIONER PENELITIAN

“PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN COLOMADU ”

Kepada
Yth. Bapak/lbu/Sdr/l Di Tempat.

Dengan Hormat

Berkenan dalam rangka pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi untuk
menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana akuntansi, saya Avita Stevani
dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang berjudul “ Pengaruh Good
Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan
Colomadu”. Memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/l untuk bersedia meluangkan

waktu mengisi kuesioner yang terlampir.

Hasil jawaban pada kuesioner Bapak/Ibu/Sdr/l merupakan sumber data bagi
penelitian saya, amaka diharapkan Bapak/Ibu/Sdr/I dapat mengisi kuesioner dengan
objektif. Seluruh data dan informasi yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya.

Atas perhatiaan Bapak/Ibu/Sdr/l dalam menjawab kuesioner ini saya

ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Mohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/l untuk mengisi identitas dalam
kuesioner penelitian secara lengkap (kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Setiap

pertanyaan dimohon hanya ada satu jawaban guna menjamin validitas data
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Jenis kelamin: P /L

Nama

Usia Saatini :......... Tahun
PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti untuk menjawab pertanyaan berikut dengan benar.

2. Berilah jawaban dengan memberikan tanda check list (V) pada kuesioner
yang menurut anda paling sesuai.

KETERANGAN
1. Jika jawaban anda “ Sangat Tidak Setuju >’ ( STS)

2. Jika jawaban anda “ Tidak Setuju” (TS)
3. Jikajawaban anda “ Netral” (N)
4. Jika jawaban anda “Setuju” (S)

5. Jika jawaban anda ““ Sangat Setuju” (SS)

Variabel Good Government Governance (X)

PILIHAN
NO PERNYATAAN STS| TS| N | S | SS
1 2 | 3| 4 5

Indikator : Akuntabilitas (X1)

Aparatur Desa membuat keputusan secara tertulis,
1 | memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku

Aparatur Desa melaksanakan tugas berupa laporan
2 | keungan dan program yang dilakukan secara berkala

Aparatur Desa melaksanakan pertanggungjawaban
berupa laporan tahunan keuangan dan program yang
3 | dilakukan secara berkala.

Aparatur Desa melaksanakan kinerja sesuai jumlah
4 | perencanaan, pelaksnaan program dan hasil

pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan
hasil dari suatu program organisasi yang telah
5 | dilakukan

indikator : Transparansi (X2)

Aparatur Desa mempublikasikan profile, kegiatan,
sarana dan prasarana serta jasa/ pelayanan secara
1 | akurat
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Aparatur Desa memfasilitasi masyrakat untuk
mendapatkan kemudahan mengakses informasi

Aparatur Desa menyediakan sarana untuk masyarakat
mengajukan saran atau keluhan

4

Aparatur Desa memberikan informasi yang dapat
diakses pih

ak yang berkepentingan baik pidak internal atau pihak
eksternal

indikator: Partispasi ( X3)

Aparatur Desa menyediakan forum untuk menampung
partisipasi masyarakat melalui media massa atauu
diskusi publik

Aparatur Desa membuat kebijakan selalu melibatkan
masyarakat

Aparatur Desa membuka diri bagi masyrakat untuk
memberikan data dan informasi sebagai bahan
masukan

Variabel : Kinerja Pemerintah Desa (Y)

PILIHAN
NO PERNYATAAN STS|TS|N | S |SS
1 2 | 3| 4 5
Pegawai melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip
1 | efektivitas dan efesien
pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tepat
2 | waktu
pegawai menghasilkan kinerja yang telah mencapai
3 | sasaran yang di inginkan organisasi
pegawai pemerintah desa melakukan pelayanan
4 | kepada masyarakat secara cermat, tepat dan cepat
kinerja pegawai melaksanakan kegiataan organisasi
5 | sesuai prosedur atau kebijakan yang berlaku




